






PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

Nomor : 100.3.12/5/UND/DPMPTSP/2026     Tanjung Pati,  27 Maret 2026

Lampiran : - Kepada Yth Sdr:
Perihal : Undangan Pendampingan

Perizinan Berusaha
1. Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup,

Perumahan Rakyat dan Pemukiman  Kab.
Lima Puluh Kota

2. Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  &
Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota

3. Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Lima Puluh Kota

4. Kepala  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga
Kerja Kab. Lima Puluh Kota

5. Kepala  Dinas  Tanaman  Pangan,
Holtikultura dan Perkebunan
Kab. Lima Puluh Kota

6. Camat Lareh Sago Halaban
7. Wali Nagari Tanjuang Gadang

 

             di-
                      Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan  Surat  Permohonan  Direktur  PT.  Aura  Mandiri  Sejahtera  Nomor

07/Spm/PPB/ARMS/III/2026 tanggal 09 Maret 2026 perihal Pendampingan Perizinan Berusaha yang

bergerak  di  Sektor  Batching  Plant yang  berlokasi  di  Jorong  Taratak  Nagari  Tanjuang  Gadang

Kecamatan Lareh Sago Halaban, untuk mendapatkan informasi faktual terhadap rencana kegiatan

usaha,  serta  penyelarasan  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan,  maka  perlu  dilakukan

pendampingan Perizinan bersama tim teknis.

Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  diharapkan  kepada Bapak/Ibuk/ Saudara  untuk  dapat

menugaskan 1 (satu) orang yang berkompeten hadir dalam peninjauan lokasi pada :

Hari/Tanggal :   Selasa/ 31 Maret 2026

Jam :   08.30 WIB 

Tempat :   Berkumpul di Mal Pelayanan Publik

    (Camat dan Wali Nagari menunggu di lokasi)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

                        ${ttd}

DAVLI S.Sos, M.SI
NIP. 197007161992021001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.    Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2.    Saudara Direktur PT. Aura Mandiri Sejahtera
3.    Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak

Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

   Sarilamak, 11 Maret 2026

Nomor : 000.2.5/22/BPKPD-LK/III/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Pengamanan Barang Milik Daerah
                     Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

 Kepada Yth.
 Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
 di  -
        Tempat

Dalam  rangka  menindaklanjuti  Monitoring  Center  for
Prevention (MCP) KPK RI bersama ini kami sampaikan kepada
saudara untuk dapat melakukan langkah-langkah penertiban
dan penyelamatan terhadap barang milik daerah berupa tanah,
bangunan  maupun  kendaraan  dinas  yang  berada  dalam
penguasaan saudara selaku Pengguna Barang pada Perangkat
Daerah, yang saat ini sedang dikuasai oleh pihak lain yang tidak
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Serta
berkoordinasi  dengan  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  rangka
penegakan  hukum  terhadap  pihak-pihak  yang  menguasai
barang milik daerah tersebut secara melawan hukum.

Untuk  kemudian  dapat  menyampaikan  laporan  terkait
dengan  penertiban  dan  penyelamatan  barang  milik  daerah
tersebut kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik
Daerah.

Demikianlah  kami  sampaikan,  atas  perhatian  dan
kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lima Puluh Kota,

     ${ttd}

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197309131993111001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

Sarilamak, 11 Maret 2026

Nomor : 000.2.5/21/BPKPD-LK/III/2026
Sifat : PENTING
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Laporan Penggunaan/ Pemakaian Barang Milik Daerah
                     Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

  Kepada Yth.
  Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
  Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
  di    -

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Monitoring Center for Prevention
(MCP) KPK RI bersama ini kami sampaikan kepada saudara untuk
mengiventarisasi barang milik daerah berupa peralatan dan mesin dan
gedung  dan  bangunan  berupa  rumah  dinas  yang  berada  dalam
penguasaan saudara selaku Pengguna Barang Milik Daerah. Untuk
Perangkat  Daerah  Dinas  Kesehatan  dan  Dinas  Pendidikan  dan
Kebudayaan  yang  memiliki  Kuasa  Pengguna  Barang  agar  dapat
mengkoordinir penyampaian laporan dimaksud.

Usulan  penggunaan/  pemakaian  tersebut  sudah  kami  terima
paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2026 berupa hard copy dan
soft  copy sebagaimana  format  terlampir  di  Badan  Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q.
Bidang Pengelolaan BMD.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lima Puluh Kota,

     ${ttd}

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 197309131993111001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org












 

 
 
 
 

 

BUPATI LIMA PULUH KOTA 
 

 
 

 

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan 

       Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 

 

SURAT EDARAN 

NOMOR  42 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2026        

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 

 

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, maka dalam rangka 
mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi prinsip-

prinsip pengadaan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value 
for Money) sesuai dengan prinsip dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 9 ayat (1) 

mengamanatkan bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan 
kewenangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa diantaranya adalah 
menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan 

Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta melaksanakan konsolidasi 
pengadaan barang/jasa.  

2. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perencanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa mengamanatkan bahwa tahapan pengadaan 

barang/jasa pemerintah meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan 
pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, 
dan serah terima pekerjaan.  

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diminta kepada Saudara hal sebagai 
berikut : 

a. Kepala OPD selaku PA segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan 
(RUP) TA 2026 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan 

(SIRUP) dengan alamat : https://sirup.inaproc.id/. Pengumuman RUP 
untuk pelaksanaan E-Purchasing yang mendahului tahun anggaran, 
pelaksanaan tender dini, dan/atau Pengadaan Langsung dini sudah 

dapat dilakukan setelah RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 
disetujui sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan 

pengumuman seluruh RUP sesuai DPA SKPD TA 2026 dilakukan paling 
lambat Tanggal 28 Februari 2026.  

b. PA menetapkan dan mengumumkan seluruh belanja Pengadaan 
Barang/Jasa ke dalam Aplikasi SIRUP. Sedangkan yang termasuk dalam 
Belanja Non Pengadaan adalah Honorarium/Narasumber, Perjalanan 

Dinas/Uang Harian, Hibah dalam bentuk uang, dan Bantuan 
Operasional/Sosial dll dalam bentuk uang. 

  

https://sirup.inaproc.id/


c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 69 ayat 
(1) mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa 

dilakukan secara Elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung. Oleh karena itu seluruh proses 
pengadaan barang/jasa baik yang diproses dengan metode pemilihan E-

Purchasing, Tender, Tender Cepat, Seleksi, Penunjukan Langsung 
dan/atau Pengadaan Langsung dilaksanakan secara elektronik. 

d. Khusus untuk jenis pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai 
dengan 50 juta rupiah agar dilaksanakan pencatatan secara elektronik 

melalui akun PPK Kegiatan pada website : 
http://lpse.limapuluhkotakab.go.id. 

e. Untuk percepatan kegiatan persiapan pemilihan, maka setelah Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan dan menetapkan dokumen 
persiapan pengadaannya, selanjutnya agar dilakukan penginputan HPS, 

pengunggahan dokumen spesifikasi teknis/KAK, Gambar/DED dan 
rancangan kontrak Pada Aplikasi SPSE melalui akun PPK Kegiatan. 

f. Berdasarkan huruf a s.d huruf e tersebut diatas, maka kiranya Perangkat 
Daerah agar memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), 

antara lain seperti: Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), 
Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Aplikasi 
Katalog, dan Aplikasi Daftar Hitam.  

g. Untuk Jenis Pekerjaan Konstruksi (fisik) yang membutuhkan waktu 
pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan yang akan diproses oleh 

UKPBJ melalui metode tender, maka penyampaian dokumen persiapan 
pengadaannya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada 

Bulan April 2026. 

h. Khusus untuk kegiatan yang bersumber dari dana yang diarahkan (DAK) 
yang akan diproses oleh UKPBJ melalui metode pemilihan tender 

dan/atau seleksi, maka penyampaian dokumen persiapan pengadaannya 
ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada Bulan  Mei 

2026. 

i. Untuk Jenis Pekerjaan Konstruksi (fisik) yang membutuhkan waktu 

pelaksanaannya kurang dari 5 (lima) bulan yang akan diproses oleh 
UKPBJ melalui metode pemilihan tender, maka penyampaian dokumen 
persiapan pengadaannya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling 

lambat pada Bulan Juni 2026. 

j. Jika ada terdapat Detail Engineering Design (DED) dan kegiatan fisiknya 

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2026, agar dilakukan 
percepatan pelaksanaan Perancangan/DED pada awal tahun anggaran, 

dengan demikian diharapkan pelaksanaan pekerjaan fisiknya diselesaikan 
sampai dengan akhir tahun anggaran. 

k. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Ayat 5 Perpres Nomor 46 Tahun 

2025 mengamanatkan bahwa : Pelaksanaan E-purchasing WAJIB 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam 

katalog elektronik. Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing, 
dalam hal:  a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, 

spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau  b. berdasarkan 
pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan 
metode selain E-purchasing. 

l. Setiap Perangkat Daerah agar memanfaatkan informasi yang tayang dalam 
katalog elektronik untuk melakukan penetapan barang/jasa dan 

penyusunan spesifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Belanja 
secara e-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, 

memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi 
(UMKK) dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk 

dalam negeri. 
  

http://lpse.limapuluhkotakab.go.id/


m. Untuk mengimplementasikan penggunaan metode E-Purchasing melalui 
katalog elektronik sebagai salah satu kewajiban dalam belanja pengadaan 

barang/jasa pemerintah, maka diminta kepada Perangkat Daerah untuk 
menyebarluaskan informasi ini kepada para pelaku usaha termasuk 

pelaku UMKK yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang ada di 
Perangkat Daerah Saudara untuk mendorong Penyedia Barang/Jasa 
menayangkan produknya ke kategori produk yang tersedia di Katalog 

Elektronik Versi 6. 

n. Proses pemilihan penyedia dengan metode E-Purchasing melalui katalog 

elektronik ini adalah salah satu pilihan metode pemilihan penyedia 
yang dapat digunakan oleh pelaku pengadaan di Perangkat Daerah. 

Disamping itu juga terdapat metode lain seperti Pengadaan Langsung, 
Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender. Metode Pemilihan 
Penyedia dilakukan berdasarkan pertimbangan ruang lingkup pengadaan 

yang memenuhi tujuan, prinsip dan etika pengadaan. 

4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 66 Ayat 

(1) dan (5)  mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah dalam menetapkan 
Rencana Umum Pengadaan (RUP) wajib menggunakan Produk Dalam Negeri 

(PDN) termasuk Pekerjaan rancang bangun.  Pengadaan barang impor dapat 
dilakukan, dalam hal barang yang dibutuhkan tersebut belum dapat 
diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu 

memenuhi kebutuhan. 

5. Setiap Perangkat Daerah wajib mencadangkan paling sedikit 40% (empat 

puluh persen) dari nilai anggaran PBJ-nya untuk produk Usaha kecil serta 
koperasi hasil PDN. Setiap Perangkat Daerah wajib belanja PDN pada 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama apabila terdapat produk PDN 
dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat 
Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Perhitungan 

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat berkoordinasi dengan Dinas 
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota atau melalui 

tautan http://tkdn.kemenperin.go.id/. 

6. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 67 Ayat 

(2) dan (3)  mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan pemilihan penyedia 
barang/jasa, maka preferensi harga diberikan paling tinggi 25% (dua puluh 
lima persen) terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua 

puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling 
sedikit diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan/atau Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan di Perangkat Daerah, harus memastikan 

implementasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini, mulai dari 
tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan 
pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan pelaksanaan 

serahterima hasil pekerjaan. 

8. Setiap Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi pembinaan kepada pelaku 

usaha, khususnya bagi pelaku UMK dan Koperasi (UMKK) agar melakukan 
langkah-langkah untuk memberikan kemudahan dalam hal penerbitan 

perizinan (NIB), penayangan produk dalam katalog elektronik pemerintah, 
serta sertifikasi produk (TKDN/Halal/higienis, dll). 

9. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, bentuk 

kontrak dan bukti pertanggungjawaban terdiri atas bukti 
pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan 

surat pesanan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 
46 Tahun 2025, sebagai berikut: 

a. Bukti pembelian/pembayaran, digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah). 
  

http://tkdn.kemenperin.go.id/


 

b. Kuitansi, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai 

paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

c. Surat Perintah Kerja (SPK), digunakan untuk Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di 
atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling 

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 

(empat ratus juta rupiah). 

d. Surat Perjanjian, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 
dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di 
atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan 

Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 

e. Surat/bukti pesanan, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui 
E-purchasing. 

10. Terhadap transaksi pengadaan barang/jasa lainnya sampai dengan 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk Kontrak cukup berupa bukti 
pengeluaran/pembelian, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK dan 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak perlu 
meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia 

barang/jasa, berupa: Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian dan 
kontrak; materai; cap penyedia; dan tanda tangan penyedia. 

11. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia mengamanatkan 
bahwa Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau 

kuitansi dilakukan untuk Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke 

Pelaku Usaha.Dalam melakukan pemesanan Pejabat Pengadaan dapat 
dibantu oleh tenaga pendukung. 

b. Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya; 

c. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi 
kepada PPK; dan/atau 

d. PPK melakukan pembayaran. 

12. Untuk pelaksanaan proses pemilihan penyedia melalui metode Pengadaan 

Langsung atau e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah), maka Kepala Perangkat Daerah mengajukan 
permintaan personil Pejabat Pengadaan kepada Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk selanjutnya 
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagai pejabat pengadaan di OPD.  

13. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 11 Ayat 1 
huruf k, mengamanatkan bahwa salah satu tugas dari PPK Adalah 

mengendalikan kontrak. Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian 
terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain 
yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh : a. Pejabat Penandatangan 
Kontrak; b. pihak ketiga yang independen; c. Penyedia; dan/atau d. 

pengguna akhir.  
  



 

14. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak 

atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian 
(Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak 
memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi 

pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang 
ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan 

Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP 
ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, 

maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak 
secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

15. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 56 Ayat 1, 
2 dan 3 mengamanatkan bahwa Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan 

pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai 
bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan 

kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian 
kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya 

mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda 
keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. (3) 

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran. 

16. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 56 Ayat 1, 
2 dan 3 mengamanatkan bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus 
persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima 
barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang 

diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. 

17. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa, dalam hal 
mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran 
kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. Jika OPD yang 

memiliki KPA, maka dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang 
dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

18. Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, 
PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim 

Teknis, Tim Ahli/Tenaga Ahli, dan atau Tim Pendukung atau tenaga 
pendukung. Keanggotaan tim dapat berasal dari instansi/Perangkat 

Daerah/Unit kerja terkait yang dianggap memiliki kompetensi sesuai dengan 
pekerjaan. Tugas dan kewenangannya berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku. 

19. Sesuai dengan Peraturan  LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan 
Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa 

bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha antara lain pemberian peningkatan 
kapasitas, pemberian dukungan untuk meningkatkan kemampuan, 

penilaian kinerja sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada Pelaku 
Usaha, serta pengenaan Sanksi Daftar Hitam. Oleh karena itu, maka 

diminta dan diingatkan kepada PPK Kegiatan untuk segera mengisi penilaian 
kinerja penyedia di dalam aplikasi LPSE dan/atau aplikasi e-katalog atas 
pekerjaan yang telah dilaksanakan. Penilaian kinerja penyedia ini adalah 

salah satu hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi Saudara dalam proses 
pemilihan penyedia untuk pekerjaan selanjutnya yang ada di OPD Saudara. 

  



 

20. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan mengamanatkan bahwa:  

a. Jenis BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN, yakni barang tertentu dalam 
kelompok barang sebagai berikut: makanan dan minuman yang 

disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, 
meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat 

maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan 
oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak 

daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; 
dan uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa 

negara, dan surat berharga. 

b. Jenis JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN, yakni jasa tertentu dalam 

kelompok jasa sebagai berikut: 

1) jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang 

dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek 
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

2) jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa 

penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah 
dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi 
daerah; 

3) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 

pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa 
sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat 

dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut 

tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain; 

4) jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau 

penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik 
tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada 
pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan 

retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; 

5) jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan 
penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak 

daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi 
daerah. 

21. Pelaku usaha tidak perlu membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Daerah/Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR) Daerah, apabila sudah memiliki 

NPWP. 

22. Berdasarkan Surat Edaran LKPP Republik Indonesia Nomor 

18634/D.2.3/08/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Pemberitahuan 
Kewajiban Mini Kompetisi untuk Proses Purchasing Katalog Elektronik Sektor 
Konstruksi, maka Seluruh transaksi pengadaan produk sektor konstruksi 

melalui Katalog Elektronik tidak diperkenankan lagi menggunakan metode 
negosiasi, WAJIB menggunakan metode Mini Kompetisi. Penerapan 

kewajiban tersebut dimaksudkan untuk memastikan setiap proses purchasing 
telah memberi kesempatan yang sama bagi seluruh Penyedia Mitra 

Katalog Elektronik, sekaligus mendukung penerapan prinsip persaingan 
usaha yang sehat. 

 

























































PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT  DAERAH
Jl. Raya Negara KM. 10 Bukik Limau Sarilamak

Sarilamak, 12 Februari 2026

Nomor : 900.1.12/12/BPKPD-LK/II/2026
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Hal : Standar Harga Satuan

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tempat

Dengan  telah  keluarnya  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2025  tentang

Standar Harga Satuan Regional maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian

terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan yang ada. Dalam hal

ini  Pemerintah  Daerah  telah  melaksanakan  harmonisasi  dengan  Kantor  Wilayah

Kementerian Hukum.

Sehubungan  belum  ditetapkannya  Peraturan  Bupati  tentang  Standar  Harga

Satuan yang baru maka dengan ini di beritahukan kepada seluruh Kepala Perangkat

Daerah  untuk  tetap  menggunakan  standar  harga  satuan  yang  sebelumnya  yaitu

Peraturan Bupati  Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati  Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Standar Harga

Satuan Biaya sebagai dasar  dalam melakukan pembayaran untuk setiap belanja yang

dilakukan sepanjang tidak diatur dan bertentangan dalam Peraturan Presiden Nomor

72 Tahun 2025 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut.

  Demikian  disampaikan untuk dapat menjadi pedoman. Atas perhatian diucapkan

terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

     ${ttd}

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Penata Utama Madya/ IV.d
NIP. 197309131993111001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan) di Sarilamak
2. Arsip 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran II Surat Nomor: 000.7/82/Bappelitbangda-LK/II/2026 

 

PANDUAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/ 

LINTAS PERANGKAT DAERAH 

 

A. Latar Belakang 

Forum Perangkat Daerah (PD)/ Lintas Perangkat Daerah (PD) 

merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan 

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

Forum PD/Lintas PD juga merupakan wadah penampungan 

dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan pemangku 

kepentingan, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan 

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hal 

ini menunjukan dalam pendekatan perencanaan 

menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up 

planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. 

Forum PD/Lintas PD membahas rancangan Renja PD dengan 

menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan 

dari Musrenbang Kecamatan, sebagai bahan untuk 

menyempurnakan rancangan Renja PD, yang difasilitasi oleh 

Perangkat Daerah terkait. 

 

B. Dasar Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 



Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 

C. Tujuan dan output Forum PD/Lintas PD  

Tujuan dari pelaksanaan Forum PD/Lintas PD adalah: 

1.    Menyelaraskan program/kegiatan/subkegiatan PD dengan 

usulan program/kegiatan hasil musrenbang di tingkat 

kecamatan 

2.    Mempertajam indikator serta target 

program/kegiatan/sub kegiatan PD sesuai dengan tugas 

dan fungsi PD 

3.    Menyelaraskan program/kegiatan/sub kegiatan antar PD 

dengan PD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian 

sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi 

pelaksanaan prioritas pembangunan daerah 

4.    Menyesuaikan pendanaan program/kegiatan/sub 

kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk 

masing-masing PD. 

 

Output Forum PD/Lintas PD  adalah: 

1. Rancangan Renja PD yang memuat program, kegiatan 

dan sub kegiatan  

2. Matrik prioritas program, kegiatan, sub kegiatan memuat 

indikator kinerja, kelompok sasaran, prakiraan maju dan 

sumber pendanaan. 

3. Berita Acara Forum PD/Lintas PD . 

 

 



D. Tahapan Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD  

a. Tahap Persiapan 

1. Pembentukan Tim Penyelenggara Forum PD/Lintas 

PD oleh Kepala PD yang memuat susunan panitia 

penyelenggaran Forum PD/Lintas PD beserta 

tugasnya masing-masing (tim notulensi, 

moderator,dokumentasi, pembawa acara dll). 

2. Menyusun agenda acara pelaksanaan Forum PD. 

3. Mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan Forum PD 

secara daring dan berkoordinasi dengan Dinas 

Kominfo 

4. Menyiapkan rancangan Renja PD sebagai sumber 

data dan infomasi bagi peserta forum. 

5. Penyampaian undangan kepada narasumber, 

fasilitator, peserta Forum PD/Lintas PD sebelum 

acara diselenggarakan. 

6. Mempersiapkan paparan memuat sekurang-

kurangnya:  

- Profil PD sesuai dengan TUSI PD 

- Evaluasi kinerja PD tahun 2025 dan tahun 

berjalan 2026 (TW I) 

- Paparan rancangan Renja PD untuk melakukan 

klarifikasi dan verifikasi usulan program dan 

kegiatan masing-masing PD untuk menghindari 

tumpang tindih kegiatan sehingga terjadi 

sinkronisasi usulan antar PD 

- Program Pembangunan Daerah yang terkait 

dengan Kebijakan pemerintah pusat/ provinsi/ 

kabupaten (SPM, penanggulangan kemiskinan, 

pencegahan dan percepatan penurunan stunting, 

inflasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana, IKU Kepala Daerah, Program Prioritas 

Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Kabupaten 



Sehat, KLA, PUG, Peta Jalan Pembangunan 

Kependudukan (PJPK), PKK) 

 

- Tanggapan atas usulan Musrenbang Kecamatan 

yang telah diverifikasi PD. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Pembukaan secara resmi Forum PD/Lintas PD oleh 

Kepala PD 

2. Sidang Pleno I yaitu:  

- Paparan oleh Kepala PD dan Eselon III 

3. Sidang Pleno II antara lain: 

- Tanggapan dan masukan dari peserta 

- Pembacaan rangkuman keputusan yang 

dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan 

hasil Forum PD/Lintas PD   

- Penandatangan berita acara kesepakatan hasil 

Forum PD/Lintas PD oleh yang mewakili setiap 

unsur pemangku kepentingan yang hadir pada 

Forum PD/Lintas PD  

4. Penutupan Forum PD/Lintas PD  

5. Rumusan kesepakatan hasil Forum PD/Lintas PD 

terdiri dari lampiran sebagai berikut: 

- Daftar hadir peserta Forum PD/Lintas PD   

- Rumusan rencana program, kegiatan dan sub 

kegiatan PD 

- Daftar kegiatan lintas PD  

- Penyampaian kompilasi usulan program, 

kegiatan dan sub kegiatan serta Rancangan 

Renja PD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 

setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 

ke Bappelitbangda dalam bentuk hardcopy dan 

softcopy. 

 



E. Peserta Forum PD/Lintas PD  

Peserta dari Forum PD/Lintas PD adalah para pemangku 

kepentingan terkait dengan tugas dan fungsi PD yang 

terdiri dari unsur: 

- Perangkat Daerah, Kecamatan 

- Unsur masyarakat dan organisasi/ kelembagaan 

kemasyarakatan di tingkat kabupaten  

Peserta diharapkan dapat berperan aktif dalam proses 

musyawarah sampai pengambilan keputusan Forum 

PD/Lintas PD  

 

F. Jadwal Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD  

Forum PD/Lintas PD akan dilaksanakan pada Minggu IV 

Februari s/d Minggu I Maret 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum 

PD/Lintas PD 

 

 

BERITA ACARA 

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/ 

Lintas Perangkat Daerah ……………………….. 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

 

Pada hari ......... tanggal …… sampai dengan hari …… 

tanggal ……bulan …… tahun ………… telah diselenggarakan 

Forum PD/Lintas PD ........... Kabupaten Lima Puluh Kota yang 

dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir 

sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. 

Setelah memperhatikan, mendengar dan 

mempertimbangkan : 

1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama 

pejabat yang menyampaikan) 

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat 

Daerah/kabupaten terhadap materi yang dipaparkan oleh 

masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah 

dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, 

maka pada: 

Hari/Tanggal : ………………………………………………. 

Jam : ………………………………………………. 

Tempat : ………………………………………………. 

 

Forum PD/ Lintas PD……................Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun 2026 

MENYEPAKATI 

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan 



indikator kinerja yang disertai target dan 

kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan 

dengan usulan kegiatan prioritas dari forum 

Perangkat Daerah Kabupaten 

KEDUA : Menyepakati rancangan Renja PD ……………….. 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 

sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita 

acara ini; 

KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan 

lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah 

sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita 

acara ini 

KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya 

(LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan 

bagian yang tidak tidak terpisahkan dari berita 

acara hasil kesepakatan Forum PD/Lintas PD…... 

…. Kabupaten Lima Puluh Kota  ini; dan 
 

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan 

sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 

 

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

............., … ….. 2026 

Pimpinan Sidang 

(Nama Jabatan) 

 

Tanda tangan 

 

( Nama) 

 



 

Menyetujui, 

Wakil Peserta Forum PD/Lintas PD …………… Kabupaten Lima 

Puluh  

 

No Nama Unsur Perwakilan Alamat Tanda 

Tangan  

1.  Unsur 

Bappelitbangda 

  

2.  Unsur PD   

3.  Unsur Kecamatan   

4.  Unsur Masyarakat   

5.  dst   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Format Daftar Hadir Peserta Forum PD/Lintas PD 

Kabupaten Lima Puluh Kota 

 

 

 

 

 

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PD/LINTAS PD 

 

Kabupaten :  

Tanggal :  

Tempat :  

 

No Nama Lembaga/ 

Instansi 

Alamat L/P Tanda 

tangan 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN 

HASIL FORUM PERANGKAT 
DAERAH 
NOMOR : 

TANGGAL : 



 

3. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 

Perangkat Daerah 

LAMPIRAN II :  BERITA ACARA 

KESEPAKATAN HASIL 
FORUM PERANGKAT 
DAERAH/ LINTAS 

PERANGKAT DAERAH 
PROVINSI 

NOMOR : 
TANGGAL : 

 

Rumusan Rencana Program/ Kegiatan /Sub Keg Perangkat 

Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 

Kabupaten Lima Puluh Kota 

 

No Program/Kegiatan/Sub 
Keg  

Indikator 
Kinerja 

Program/Kegiatan/Sub 
Keg 

Target Kinerja Pagu Dana 

Tahun 

n 

Tahun 

n+1 

Tahun 

n 

Tahun 

n+1 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan 

Lintas Wilayah. 

LAMPIRAN III :  BERITA ACARA 

KESEPAKATAN HASIL 
FORUM PERANGKAT 
DAERAH /LINTAS 

PERANGKAT DAERAH 
PROVINSI/KABUPATEN/ 

KOTA  

NOMOR :  

TANGGAL : 

 

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah 

Perangkat Daerah……….Tahun 2027 

No Kegiatan Lokasi  Volume Alasan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

     

     

     

 

Cara Pengisian Form sebagai berikut. 

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada 

Tahun Rencana; 

Kolom  (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan 

prioritas dari Provinsi/Kabupaten/Kota; 

Kolom  (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan 

tsb; 

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran 

kegiatan beserta satuannya contoh:10 km2, 100 

orang, dsb; dan 

Kolom  (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan 

keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum 

dapat diakomodir pada tahun rencana. 

 



1. Berita acara kesepakatan hasil Forum PD/Lintas PD 
Kabupaten Lima Puluh Kota, menjadi bahan penyempurnaan 

rancangan Renja Perangkat Daerah………………….. Kabupaten 
Lima Puluh Kota dan selanjutnya diserahkan ke 

BAPPELITBANGDA untuk menjadi bahan penyusunan 
rancangan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. 
 

2. Berita acara kesepakan hasil Forum PD/Lintas PD 
………………………, ditandatangani oleh yang mewakili setiap 
unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Forum 

PD/Lintas PD…. ……….Kabupaten Lima Puluh Kota. 







































 
 
 
 

 
 

 

Pasir Pengaraian, 23 Februari 2026 

 
Nomor :  400.14.14/DPRD-ROHUL/149                                                               
Sifat : Penting 
Lamp. :  1 (satu) lembar 
Hal :  Mohon kesediaan  
  Menerima Komisi IV 

  DPRD Kab. Rokan Hulu 
  

 

Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, peran dan fungsi 

pengawasan Komisi IV DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hulu di bidang perhubungan, maka Komisi IV DPRD Kabupaten 

Rokan Hulu bermaksud untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan di adakan pada : 

 

Hari/Tanggal :  Kamis, 26 Februari 2026 

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai 

Tempat : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota 

Acara :  Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten 

Rokan Hulu Dalam Rangka Evaluasi dan 

Optimalisasi Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuannya untuk 

dapat menerima Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten 

Rokan Hulu tersebut. (Daftar Nama Terlampir). 

 

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas kerjasamanya 

diucapkan terima kasih. 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN ROKAN HULU 

Wakil Ketua, 
 
 

 
 

        H. PORKOT LUBIS, SH., MH 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN ROKAN HULU 
JL. Panglima Sulung Nomor : 09 Pasir Pengaraian Kode Pos : 28557 

T e l p.  ( 0 7 6 2 )  -  9 1 4 6 0  F a k s  :  ( 0 7 6 2 )  -  9 1 4 6 0 
Website : www.dprdrohul.go.id Email : dprdrohul@gmail.com 

 

 

 

 

Kepada Yth ; 

Kepala Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lima Puluh Kota  

Di - 

     Sarilamak 

http://www.dprdrohul.go.id/


 
 

 
DAFTAR NAMA 

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI IV 
 DPRD KABUPATEN ROKAN HULU 

 
 

 

NO 

 

NAMA 

 

JABATAN 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

KARNENG DIMARA LUBIS, SH 

EMON CASMON 

HARDE YANTO, SH 

DAULAT SINAGA  

PATUAN CHANDRA HRP 

SAIFUL ADNAN, SH 

RIO NOVENDRA, S.Psi 

 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD 

Sekretaris Komisi IV DPRD 

Anggota Komisi IV DPRD 

Anggota Komisi IV DPRD 

Anggota Komisi IV DPRD 

Anggota Komisi IV DPRD 

Anggota Komisi IV DPRD 

 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN ROKAN HULU 
Wakil Ketua, 

 
 

 
 

        H. PORKOT LUBIS, SH., MH 
 

 
 

 

 
Kontak Person : 

Musa Rahman       0823 1515 1177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































PEMERINTAH  KABUPATEN  LIMA PULUH KOTA

INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Ketinggian GOR Singa Harau, Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271,

Laman inspektorat.limapuluhkotakab.go.id, Pos-el inspektur@limapuluhkotakab.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR 700.1.2/29/INSP-LK/2026

I. Dasar :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman,Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara;

8. Peraturan Daerah Kabpaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang kedudukan , Susunan Organisasi , tugas dan fungsi
serta tata kerja Inspektorat;

12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 82 Tahun 2017 Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota;

13. Keputusan Bupati  Lima Puluh Kota Nomor 700/03/BUP-LK/I/2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025;

14. Keputusan  Bupati  Lima  Puluh  kota  Nomor  700/440/BUP-LK/I/2025  tentangPenetapan  Penyelenggara  Negara,
Pejabat/Pegawai Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan
Kabuapeten Lima Puluh Kota.

II. Ditugaskan kepada:
1. Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan monitoring / pendampingan wajib lapor LHKPN tahun

2025 dengan Susunan Personil sebagai berikut:
NO NAMA NIP / PANGKAT/GOL JABATAN JUMLAH HARI

1 Irwandi, S.Sos, MM, CGCAE, CGRE
19660913 198603 1 009

 Pembina Utama Muda / IV.c
Penanggung Jawab 12 Hari

2 Nuzul Firman, S.IP, M.Si
19780821 200501 1 009

Pembina Tk.I / IV.b
Wakil Penanggung

Jawab
12 Hari

3 Yusrizal, SE, Ak. CA, CGRA
19750415 200803 1 001

Pembina Utama Muda / IV.c
Pengendali Teknis /

Supervisor
12 Hari

4 Dewi Elfina, S.Pd., M.MPd
19811007 200801 2 011

Pembina / IV.a
Ketua Tim 12 Hari

5 Jhon Kenedi, S.Ak
19840706 201001 1 012
Penata Muda Tk.I / III.b

Anggota Tim 12 Hari

6 Zulfi Harioni, A.Md
19890710 202203 1 001

Pengatur / II.c
Anggota Tim 12 Hari

7 Has Chietha Vatien, ST
19922805 202506 2 003

Penata Muda / III.a
Anggota Tim 12 Hari

8. M. Aulia Ichsan, ST
20000905 202506 1 002

Penata Muda / III.a
Anggota Tim 12 Hari

2. Objek : Wajib Lapor LHKPN
3. Jenis Pengawasan : Monitoring dan Pendampingan
4. Sasaran : Memastikan kepatuhan wajib lapor penyelenggara negara dalam melaporkan kekayaannya

secara jujur, transparan, dan tepat waktu.
5. Masa yang di Monitoring : Tahun 2025
6. Monitoring dilakukan dengan rincian

a. Pelaksanaan : 27 Januari s/d 11 Februari 2026 (12 hari kerja)
b. Penyelesaian laporan : 12 s/d 13 Februari 2026

III. Kepada Pejabat/Instansi/Lembaga/Perorangan seta pihak terkait lainya diharapkan bantuannya untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas ini.

IV. Kepada tim diminta melaksanakan tugas ini dengan baik secara efektif dan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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V. Mohon untuk tidak memberi imbalan, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apapun atas pelayanan yang kami 
berikan. Pelayanan terbaik adalah kewajiban kami, hasil pelayanan terbaik adalah hak anda.

Demikian untuk dilaksanakan

Sarilamak, 27 Januari 2026
Inspektur Daerah,

${ttd}

IRWANDI, S.Sos, M.M, CGCAE, CGRE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.196609131986031009

Tembusan:
1. Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor : 100.1.6.1/ 060 /Pem/II/2026
Tanggal : 25 Februari 2026
Perihal : Jadwal Reviu LPPD Tahun 2025

JADWAL REVIU LPPD TAHUN 2025

No. Hari/tanggal/jam PD URUSAN Tim Reviu
1. Kamis /26 Februari

2026

09.00 Wib s/d 10.30

Wib

1. DLHPRP Perumahan Rakyat Saproni, SE

Deril Nurzafti,S.IPLingkungan Hidup

2. Dinas Perikanan Perikanan dan

Kelautan

Tri Dia Hapsari, SE

Dizza Yolanda, SE

3. Satpol PP Trantibumlinmas Aldesra, SKM

Asih Insani, S.Tr.IP

13.30 Wib s/d 14.30

Wib

4. DP2KBP3A Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Saproni, SE

Deril Nurzafti,S.IP

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

5. Disparpora Kepemudaan dan

Olahraga

Tri Dia Hapsari, SE

Dizza Yolanda, SE

Pariwisata

6. BPBD Trantibumlinmas Aldesra, SKM

Asih Insani, S.Tr.IP

2. Jum,at/27 Februari

2026

09.00 Wib s/d 10.30

Wib

7. Dinas Damkar Trantibumlinmas Saproni, SE

Deril Nurzafti,S.IP

8. Dinas Pangan Pangan Tri Dia Hapsari, SE

Dizza Yolanda, SE

9. DPMPTSP Penanaman Modal Aldesra, SKM

Asih Insani, S.Tr.IP

10.30 Wib s/d 11.30

Wib

10. Setwan Bid. Hubungan

dengan Perwakilan

Daerah

Saproni, SE

Deril Nurzafti,S.IP

11. Dinas Sosial Sosial Tri Dia Hapsari, SE

Dizza Yolanda, SE



12. Dinas Kominfo Komunikasi dan

Informatika

Aldesra, SKM

Asih Insani, S.Tr.IP

Statistik

Persandian

13.30 Wib s/d 14.30

Wib

13. Dispusip Perpustakaan Saproni, SE

Deril Nurzafti,S.IPKearsipan

14. Disdukcapil Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Tri Dia Hapsari, SE

Dizza Yolanda, SE

3. Senin/2 Maret 2026

09.00 Wib s/d 10.30

Wib

15. Dinas PUPR Pekerjaan Umum Saproni, SE

Deril Nurzafti,S.IP
Pertanahan

16. Distanhortbun Pertanian Aldesra, SKM

Asih Insani, S.Tr.IP

17. BKPSDM Bid. Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan

Tri Dia Hapsari, SE

Dizza Yolanda, SE

10.30 Wib s/d 11.30 18. DPMDN Pemberdayaan

Masyarakat

Saproni, SE

Deril Nurzafti,S.IP

19. Disnakeswan Pertanian Tri Dia Hapsari, SE

Dizza Yolanda, SE

20. Inspektorat

Daerah

Bid. Pengawasan Aldesra, SKM

Asih Insani, S.Tr.IP

13.30 Wib s/d 13.30

Wib

21. Dinas

Perhubungan

Perhubungan Saproni, SE

Deril Nurzafti,S.IP

22. Dinas

Perdagangan

Koperasi dan

UKM

Koperasi, Usaha

Kecil dan

Menengah

Tri Dia Hapsari, SE

Dizza Yolanda, SE

Perdagangan

4. Selasa/ 3 Maret 2026

09.00 Wib s/d 10.30
Wib

23. Bagian PBJ Bid. Pengadaan Saproni, SE

Deril Nurzafti,S.IP

24. Dinas

Pendidikan

Pendidikan Tri Dia Hapsari, SE

Dizza Yolanda, SEKebudayaan

10.30 Wib s/d 11.30
Wib

25. Dinas Kesehatan Kesehatan Aldesra, SKM

Asih Insani, S.Tr.IP



26. BPKPD Bid. Keuangan Saproni, SE

Deril Nurzafti,S.IPBid. Hubungan

dengan Perwakilan

Daerah

13.30 Wib s/d 14.30 27. Bagian

Organisasi

Bid. Pelayanan

Publik

Aldesra, SKM

Asih Insani, S.Tr.IP

5. Rabu/4 Maret 2026

09.00 Wib s/d 10.30

Wib

Bapelitbangda Bid. Perencanaan Saproni, SE

Deril Nurzafti,S.IPBid. Penelitian dan

Pengembangan

Disperinaker Tenaga Kerja Tri Dia Hapsari, SE

Dizza Yolanda, SEPerindustrian

6. 4 s/d 6 Maret 2026 Verifikasi Ulang Perbaikan LPPD 2025 (bagi PD yang
perbaikan)



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat
Telp. (0752) 7750503 Faks. (052) 7750494 – 7750495

Email: kab50kota@gmail.com   Website: ww  w  .limapuluhkota.go.id  

Sarilamak, 9 Februari 2026

Nomor
Sifat
Lamp
Hal

:
:
:
:

000.7/73/Bappelitbangda-LK/II/2026
PENTING
3 (tiga) berkas
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukungan Kegiatan 
Kabupaten Sehat Tahun 2027

Yth. Sdr/i Kepala Perangkat Daerah

(Daftar Terlampir)

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama

Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Kesehatan  Nomor  34  Tahun  2005  dan  Nomor

1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat, disampaikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

memuat  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  pembangunan  daerah  yang  juga

mendukung terlaksananya program-program nasional. 

2. Untuk mengoptimalkan pencapaian target indikator 9 (sembilan) tatanan Kabupaten

Sehat  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  Perangkat  Daerah  agar  memprioritaskan

program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  yang  capaian  target  indikator  tatanan

Kabupaten Sehatnya  belum tercapai atau belum terpenuhi (Lampiran II).

3. Sehubungan dengan hal diatas, Perangkat Daerah agar menyampaikan  program,

kegiatan dan sub kegiatan pendukungan Kabupaten Sehat Tahun 2027 yang akan

dimuat  dan  ditetapkan  dalam  dokumen  RKPD  Tahun  2027  berdasarkan  format

matrik terlampir (Lampiran III), untuk dilengkapi dan diserahkan ke Bappelitbangda

Cq.  Bidang  SSP dalam  bentuk  hardcopy  dan  softcopy  paling  lambat  hari Rabu

tanggal 11 Februari 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Demikian  disampaikan,  untuk  informasi  dan  koordinasi  lebih  lanjut  dapat

menghubungi Sdri Selfinia (No. Hp: 085274675813). Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lima Puluh Kota,

 

${ttd}

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 197309131993111001

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran I Surat Nomor :  000.7/73/Bappelitbangda-LK/II/2026

Kepada Yth. Sdr/i Kepala Perangkat Daerah:

1. Dinas Kesehatan

2. Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

4. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

6. Dinas Perikanan 

7. Dinas Pangan 

8. Dinas Sosial 

9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

10. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

11. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

12. Dinas Perhubungan 

13. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

15. Satuan Polisi Pamong Praja 

16. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran II Surat Nomor :  000.7/73/Bappelitbangda-LK/II/2026

No Tatanan Indikator Perangkat Daerah Catatan

1 Sehat Mandiri Jumlah Kematian Ibu Dinas Kesehatan Jumlah Kematian 
Ibu Meningkat

Jumlah Kematian 
Neonatus

Dinas Kesehatan Jumlah Kematian 
Neonatus 
Meningkat

Angka Harapan Hidup 
(AHH)

Dinas Kesehatan AHH masih 
rendah

Prevalensi Stunting pada 
Balita

Dinas Kesehatan Angka Prevalensi 
Stunting belum 
tercapai

Cakupan Penemuan 
Kasus TBC

Dinas Kesehatan Pengobatan TBC 
belum optimal

Persentase Pangan 
Segar yang memenuhi 
syarat keamanan pangan

Dinas Pangan Masih belum 
tercapai syarat 
keamanan 
pangan segar

Prevalensi Obisitas pada 
penduduk usia lebih 18 
tahun

Dinas Kesehatan Masih tinggi 
angka Obisitas

Persentase Posyandu 
aktif di Kabupaten/ Kota

Dinas Kesehatan Cakupan 
posyandu aktif 
belum tergambar 
pada microsite

Persentase puskesmas 
minimal yang 
melaksanakan pelayanan
ramah anak (PRAP)

Dinas Kesehatan SK belum terbaru

2 Perumahan 
dan 
Permukiman

Jumlah rumah tangga 
memiliki akses sanitasi 
aman

DPUPR Bentuk kegiatan 
indikator ini 
adalah 
pembangunan 
tangki septik dan 
WC, namun 
belum mencapai 
target.

Jumlah rumah tangga 
yang melakukan 
pengelolaan sampah

DLHPP Rata-rata 
pengelolaan 
sampah dKab. 
Lima Puluh Kota 
masih dibakar

Luas kawasan 
permukiman kumuh 
dalam kewenangan 
pemerintah 
kota/kabupaten yang 
tertangani (luasan di 
bawah 10 hektar)

DLHPP Belum ada SK 
Kawasan Kumuh 
Kab. Lima Puluh 
Kota

Persentase Tempat 
Fasilitas Umum (TFU) 
yang dilakukan inspeksi 
kesehatan lingkungan

Dinas Kesehatan Pemanfaatan 
Aplikasi e-Satu 
dalam inspeksi 
kesehatan 
lingkungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               4 / 9                               4 / 9



No Tatanan Indikator Perangkat Daerah Catatan

Adanya implementasi 
program langit biru

DLHPP Belum ada SK 
tentang Program 
Langit Biru

Pelaksanaan car free day Dinas Perhubungan Belum ada 
pelaksanaan car 
free day

Adanya keterlibatan 
masyarakat dalam 
kegiatan Program Kali 
Bersih (PROKASIH)

DLHPP/ DPUPR Belum ada SE 
terkait Prokasih

Adanya pemisahan peran
Operator dan Regulator 
dalam kelembagaan 
pengelola persampahan

DLHPP Belum ada 
Perkada terkait 
pembentukan 
kelembagaan 
pengelolaan 
persampahan

Terdapat Instalasi 
Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT), dengan layanan 
penyedotan lumpur tinja 
serta truk tinja yang 
beroperasi

DPUPR Belum ada 
kegiatan terkait ini

Implementasi  
ketersediaan/akses  
tempat pengumpulan  
limbah  B3  yang  
memenuhi syarat di 
tingkat Kabupaten/Kota

DLHPP Belum ada 
pengolahan 
limbah B3 ini

3 Satuan 
Pendidikan

Keberadaan regulasi 
daerah tentang 
pelaksanaan program 
Usaha Kesehatan 
Sekolah/Madrasah 
(UKS/M)

Bag Kesra Belum ada 
Regulasi terkait 
UKS/M

Persentase 
Sekolah/Madrasah/Pondo
k Pesantren yang 
menerapkan Satuan 
Pendidikan Ramah Anak

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan

Belum semua 
sekolah memiliki 
SK ramah anak

Keberadaan Tim 
Pembina UKS/M tingkat 
Kabupaten/Kota dan 
tingkat Kecamatan

Bag Kesra Belum ada SK 
Tim Pembina 
UKS tingkat 
Kecamatan

Persentase 
sekolah/madrasah yang 
melakukan pengawasan 
internal

Dinas Kesehatan Hanya baru ada 
kegiatan 
pengawasan air

Persentase sekolah/ 
madrasah  yang 
menyelenggarakan  
skrining kesehatan

Dinas Kesehatan Belum semua 
sekolah yang 
menyelenggaraka
n skrining 
kesehatan.
Kegiatan 
biasanya ada 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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No Tatanan Indikator Perangkat Daerah Catatan

dipuskesmas 
melalui dana BOK
dan APBD.

Persentase anak usia 
sekolah dasar dan 
sederajat 
yangmendapatkan 
Imunisasi Sekolah 
Lengkap (ISL)

Dinas Kesehatan Masih rendahnya 
capaian anak 
kelas  yang 
mendapatkan 
imunisasi MR 1 
kali, DT 1 kali

4 Pasar Adanya regulasi daerah 
tentang pasar sehat

DisperdagkopUKM Belum adanya 
Perda/ Perbub 
terkait program 
pasar sehat

Adanya regulasi 
penanganan Pedagang 
Kaki Lima (PKL)

Satpol PP Belum adanya 
Perda/ Perbub 
terkait 
penanganan 
Pedagang Kaki 
Lima (PKL)

Persentase pasar yang 
menerapkan Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR)

DisperdagkopUKM Data jumlah 
seluruh pasar 
belum ada data 
pasar yang 
menerapkan KTR 
belum ada

Persentase pasar 
melakukan pengawasan 
internal terkait kesehatan 
(contoh : pengawasan 
bahan pangan berbahaya
atau uji kelayakan air 
bersih)

DisperdagkopUKM/
Dinas Pangan/ 
Dinas Perikanan/ 
Dinas Peternakan 
dan Kesehatan 
Hewan/ Dinas 
Kesehatan

Monev baru 
dilakukan pada 
pasar tradisional 
Taram (belum 
dilaksanakan 
menyeluruh 
diseluruh pasar)

Persentase pasar 
memiliki fasilitas ruang 
ASI

Dinas Kesehatan/ 
DisperdagkopUKM

Belum semua 
pasar memiliki 
fasilitas ruang ASI

5 Perkantoran 
dan 
Perindustrian

Angka kecelakaan kerja 
di tempat kerja setahun 
terakhir

Disperinaker Tidak ada data 
terkait tempat 
kerja tingkat 
Kabupaten

Jumlah perusahaan 
mendapatkan 
penghargaan dibidang 
kesehatan yang diberikan
oleh pemerintah pusat 
atau daerah

Disperinaker Pengahargaan 
yang diberikan 
belum diketahui 
dasar hukum 
petunjuk 
pelaksanaannya

6 Pariwisata Kabupaten/Kota memiliki 
Desa/Kampung Wisata

Disparpora Belum semua 
objek wisata 
memiliki SK 
pembentukan 
desa/ kampung 
wisata

7 Transportasi 
dan Tertib 
Lalu Lintas 

Adanya regulasi terkait 
penyediaan layanan 
transportasi jalan, 

Dinas Perhubungan Belum ada 
dokumen regulasi 
terkait penyediaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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No Tatanan Indikator Perangkat Daerah Catatan

Jalan kawasan tertib lalu lintas, 
sistem manajemen 
keselamatan lalu lintas 
dan angkutan jalan

layanan 
transportasi jalan 
kawasan tertib 
lalu lintas, sistem 
manajemen 
keselamatan lalu 
lintas dan 
angkutan jalan 
dan lainnya

Adanya sistem layanan 
pertolongan kecelakaan 
yang cepat dan 
terintegrasi 
kesiapsiagaan dalam 
penanganan korban 
kecelakaan

Dinas 
Perhubungan/ 
Dinas Kesehatan

Belum ada MoU 
antara Dinas 
Kesehatan dan 
Dinas 
Perhubungan 
terkait rekayasa 
lalu lintas

Adanya program 
pemeriksaan NAPZA 
atau narkoba terhadap 
pengemudi

Dinas 
Perhubungan/ 
Dinas Kesehatan

Belum ada 
kegiatan rutin 
pemeriksaan 
NAPZA atau 
narkoba terhadap 
pengemudi

Terminal yang memenuhi
syarat kesehatan

Dinas 
Perhubungan/ 
Dinas Kesehatan

Keberadaan 
terminal di Kab. 
Lima Puluh Kota 
hanya ada type C

Keberadaan fasilitas jalur 
pejalan kaki (trotoar) bagi
masyarakat umum dan 
penyandang disabilitas

Dinas 
Perhubungan/ 
DPUPR

Belum ada 
fasilitas jalur 
pejalan kaki 
(trotoar) bagi 
masyarakat 
umum dan 
penyandang 
disabilitas

Jumlah titik fasilitas lajur 
sepeda

Dinas Perhubungan Belum ada Jalur 
Sepeda

Adanya Zona Selamat 
Sekolah (ZoSS)

Dinas 
Perhubungan/ 
Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan

Belum banyak 
sekolah yang 
belum memiliki 
Zona Selamat 
Sekolah (ZoSS)

8 Perlindungan 
Sosial

Adanya layanan 
pengaduan terkait 
permasalahan sosial

Dinas Sosial Belum efektif 
layanan 
pengaduan. 
Dibuktikan 
dengan tempat 
pengaduan ada 
seperti di 
instagram namun 
sudah tidak aktif 
dan kondisinya 
pengaduan tidak 
ada yang masuk.

Adanya penggiat DP2KBP3A/ Dinas Belum semua 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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No Tatanan Indikator Perangkat Daerah Catatan

penanganan kekerasan 
terhadap anak, 
perempuan, dan Lansia 
baik secara 
individu/kelompok

Sosial KPAN yang 
memiliki SK

9 Penanggulang
an Bencana

Adanya dokumen Kajian 
Risiko Bencana (KRB)  
yang telah disahkan oleh 
Kepala Daerah

BPBD Belum ada 
dokumen KRB

Adanya sistem 
peringatan dini yang 
berfungsi dengan baik 
sesuai potensi ancaman 
bencana wilayahnya 
(EWS longsor, EWS 
banjir, EWS tsunami, 
SKDR, EWS Karlahut, 
EWS Bencana Nuklir, 
Biologi, Kimia, dll)

BPBD Kurangnya alat 
peringatan dini

Adanya Tim Koordinasi 
Daerah dalam 
Pencegahan dan 
Pengendalian Zoonosis 
dan Penyakit Infeksius 
Baru di Daerah dengan 
SK Bupati/ Walikota

Dinas Peternakan 
dan Kesehatan 
Hewan

Belum adanya SK
TIM

Kabupaten/Kotamemiliki 
dokumen Rencana 
Kontingensi penyakit 
potensi wabah

Dinas Kesehatan Belum ada 
Dokumen rencana
kontigensi 
penyakit potensi 
wabah.

Adanya dokumen 
rencana kontingensi 
daerah yang telah 
disahkan oleh Kepala 
Daerah

BPBD Konidi terakhir: 
Sedang Proses 
Penyusunan 
Renkon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Lampiran  III  Surat Nomor :  000.7/73/Bappelitbangda-LK/II/2026

Matrik Pendukungan Program, Kegiatan Sub Kegiatan
Kabupaten Sehat Tahun 2027

OPD :..........................................................

No Indikator Bentuk
Pekerjaan

Program Kegiatan
Sub

Kegiatan

Indikator
Program/Kegiatan/Sub

Kegiatan
Anggaran

1

2

3 Dst......

KEPALA OPD …..

………………………………………..

Pangkat/Golongan

NIP. …………………………………

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jln.Prof. H Aziz Haily, MA No.1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Sarilamak 
Telepon (0752) 7750501 Website : www.setda.limapuluhkotakab.go.id 

 

 

                  Sarilamak, 12 Januari 2026  
 
Nomor  

 
: 

 
000.8.3.4/ 005/Org-Setda/I/2026 

  

Lampiran : -  
Hal : Permintaan Nama Admin SIPPN 

dan Admin SKM Online  
 

  

Yth.  1. Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Lima Puluh Kota 
 2. Direktur RSUD Dr. Achmad Darwis 
 3. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Lima Puluh Kota  
 

di-. La (Pulu 

 
 
 

Tempat  
 

Dalam rangka percepatan transformasi digital pelayanan publik serta untuk 
pemutakhiran data pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan menindaklanjuti Surat dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia  Nomor B/239/PP.00.01/2025 tanggal 24 Desember 2025 Hal Pemanfaatan 
Bersama Aplikasi SKM Online dan Pembentukan Tim Pengelola, maka disampaikan 
kepada Saudara hal – hal berikut : 

 

1. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum menyusun Standar Pelayanan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014.  
Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki dokumen Standar Pelayanan, dokumen 
tersebut merupakan salah satu acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan 
pelayanan kepada pengguna layanan/ masyarakat serta wajib diinputkan dalam 
Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (sippn.menpan.go.id) 

2. Seluruh Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Pusat 
dan Daerah diwajibkan memanfatkan aplikasi SKM Online (skm.go.id) sebagai 
platform berbagi pakai. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk menjamin validitas 
data, efisiensi anggaran, serta ketersediaan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
yang real-time dan terintegrasi. 

3. Oleh karena itu, diminta kepada Saudara untuk mengirimkan Nama Admin SIPPN 
dan Admin SKM Online melalui tautan 
https://bit.ly/NamaAdminSIPPNdanSKMOnline paling lambat tanggal 14 Januari 
2026. Dan selanjutnya akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelola SIPPN 
dan SK Tim Pengelola SKM Online. 

4. Akses panduan penggunan Aplikasi SIPPN (terlampir) sedangkan untuk SKM Online 
akan dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis sesuai dengan jadwal dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia. 

  

http://www.setda.limapuluhkotakab.go.id/
https://bit.ly/NamaAdminSIPPNdanSKMOnline
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya Negara KM 10 Sarilamak Telp. (0752) 7750551 Fax. (0752) 7750554

Website : http//www.limapuluhkota.go.ide-mail:limapuluhkota@telkom.net

Sarilamak, 10 Januari 2026
Nomor : 500/3/Pereko/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pembaruan Progres Penerbitan Surat Rekomendasi 

dengan XSTAR dan Implementasi XSTAR 100%

Kepada Yang Terhormat
Perangkat Daerah (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Bahan Bakar Minyak pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor
T-305/MG.05/DBBM/2025  tanggal  17  Desember  2025  tentang  Pembaharuan  Progres  Penerbitan  Surat
Rekomendasi dengan XSTAR dan Implementasi XSTAR 100%, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat  Daerah yang sudah melakukan aktivasi  akun  email  aplikasi  XSTAR untuk Penerbitan  Surat
Rekomendasi  namun  belum  menerbitkan  Surat  Rekomendasi  melalui  aplikasi  XSTAR  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran  surat ini, kami harapkan agar segera menerbitkan Surat Rekomendasi secara
online dengan menggunakan aplikasi XSTAR;

2. Perangkat Daerah yang sudah menyampaikan Data Penerbit Surat Rekomendasi namun belum menerbitkan
Surat  Rekomendasi  secara  online dengan  menggunakan  aplikasi  XSTAR  dikarenakan  tidak  ada
konsumen pengguna yang mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi dapat menyampaikan
surat kepada BPH Migas untuk menonaktifkan akun perangkat daerah tersebut; 

3. Penerbit Surat Rekomendasi  wajib menyampaikan laporan rekapitulasi Penerbitan Surat Rekomendasi
kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Kepala Daerah, atasan Penerbitan Surat Rekomendasi dan
Badan Usaha Penugasan, yang disampaikan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan
format rekapitulasi tercantum dalam lampiran IV huruf A Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023;

4. Sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi, dihimbau kepada Penerbit Surat Rekomendasi agar melakukan
evaluasi atas kebutuhan JBT Minyak Solar dan/atau JBKP Pertalite yang disampaikan oleh Pemohon Surat
Rekomendasi dalam surat permohonan;

5. BPH Migas telah melakukan implementasi Penerbitan Surat Rekomendasi melakui aplikasi XSTAR secara
100% pada 52 Kabupaten /Kota, dan akan diperluas pada Kabupaten/Kota lainnya. Lebih lanjut, Badan
Usaha  Penugasan  menonaktifkan  sistem  melayani  pembelian  JBT  Minyak  Solar  dan  JBKP  Pertalite
menggunakan Surat Rekomendasi secara manual;

6. Badan Usaha Penugasan melalui  Penyalur yang ditunjuk, agar hanya melayani Pembelian JBT Minyak
Solar dan JBKP Pertalite dengan menggunakan Surat Rekomendasi yang diterbitkan melalui XSTAR pada
daerah yang sudah diaktivasi XSTAR sebagaimana daftar terlampir;

7. Apabila diperlukan helpdesk  penjelasan lebih lanjut dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya, Saudara
dapat menghubungi BPH Migas melalui chat WhatsApp (0812-3000-0136)

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.         
                     

Sekretaris  Daerah  Kabupaten
Lima Puluh Kota,

      ${ttd}

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197309131993111001

Tembusan:
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan).
2. Inspektur Daerah Kab. Lima Puluh Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               1 / 3                               1 / 3



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah
Nomor      : 500/3/Pereko/2026
Tanggal    : 10 Januari 2026
Perihal : Pembaruan Progres Penerbitan Surat Rekomendasi
                     dengan XSTAR dan Implementasi XSTAR 100%

Daftar Penerima Surat

1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Kepala Dinas Perikanan
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
7. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
8. Kepala Dinas Perhubungan
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Lampiran II Surat Sekretaris Daerah
Nomor      : 500/3/Pereko/2026
Tanggal    : 10 Januari 2026
Perihal      : Pembaruan Progres Penerbitan Surat Rekomendasi
                   dengan XSTAR dan Implementasi XSTAR 100%

Daftar Perangkat Daerah yang Sudah Aktivasi Akun XSTAR dan
Menerbitkan Surat Rekomendasi Melalui Aplikasi XSTAR

KAB/
KOTA

SEKTOR
PERANGKAT

DAERAH

EMAIL
PERANGKAT

DAERAH
STATUS

IMPLEMEN-
TASI XSTAR

Kabupaten
Lima Puluh

Kota

Pelayanan 
Umum

Dinas Sosial dinsos.kab50kota@
gmail.com

Aktif Belum

Pelayanan 
Umum

Dinas Kesehatan dinaskesehatan50k
ota@gmail.com

Aktif Belum

Usaha 
Pertanian

Dinas Tanaman 
Pangan, 
Holtikultura dan
Perkebunan

dtplimapuluhkota
@yahoo.co.id

Aktif Sudah

Usaha 
Pertanian

Dinas 
Peternakan dan 
Kesehatan 
Hewan

disnaklpk@gmail.c
om

Aktif Belum

Usaha 
Perikanan

Dinas Perikanan dinasikan50kota@
gmail.com

Aktif Belum

Pelayanan 
Umum

Badan Kesatuan
Bangsa dan 
Politik

badankesbangpol50
kota@gmail.com Aktif Belum

Usaha 
Mikro

Dinas 
Perindustrian 
dan Tenaga 
Kerja

disperdagkopukm5
0kotakab@gmail.c
om

Aktif Sudah

Usaha 
Mikro

Dinas 
Perdagangan 
Koperasi dan 
UKM

disperinaker50kota
@gmail.com

Aktif Belum

Transportasi
Air Motor 
Tempel

Dinas 
Perhubungan

dishub50kota@gm
ail.com Aktif Belum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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